PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 20 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBER AN FAS LI TAS BAQ PROYEK- PROYEK YANG D Bl AYAl DENGAN
KRED T LUAR NEEER ATAS DASAR " PRCDUCTI N SHAR NG'

PRES DEN REPUBLI K | NDONES A

Meni nbang :

bahwa kredit luar negeri atas dasar "Production Sharing" adal ah suatu
sunber untuk nenbi ayai proyek- proyek Penbangunan Nasi onal Senesta Ber encana
yang perlu digi atkan dan nmenperol eh fasilitas-fasilitas tertentu;

Mengi ngat
1. Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (Lenbaran-Negara tahun 1953 No. 40)
tent ang Penet apan Undang- undang Pokok Bank | ndonesi a;

3. Keputusan Presiden tentang garis-garis besar pinpinan Ekonom
Nasi onal tahun 1962 nenj el ang penbebasan irian Barat pada tanggal 18
Mei 1962;

4, Amanat Presiden tentang garis-garis besar pinpi nan Ekonom Nasional

tahun 1962 nenj el ang penbebasan Irian Barat pada tanggal 18 Mei 1962;

5. Pasal 10 Instruksi Presiden No. Instr. 2/Ko.T.QE tahun 1962 untuk
nenper kuat Front Ekonom tahun 1962;

6. Pernyataan Presiden nengenai pinjaman atau kredit atas dasar
Production Sharing pada tanggal 3 Agustus 1962;

7. Keputusan Menteri Pertanma/Wakil Panglinma Besar Komando Tertinggi
(perasi  Ekonom No. Kpts-1/GPekon-PLM 1962 tentang Panitia Kredit
atas dasar Production Sharing;

8. Dekl arasi Ekonom 28 Maret 1963 (ps 23-e);

9. Amanat Presiden tentang "Anbeg Parama- Arta" 15 Mei 1963;

10. Resolusi MP.RS No. I/Res/ MPRY 1963 (ps 10-e);

11. Keput usan Presiden No. 201 tahun 1963 tentang Panitia Menteri W usan
Kredit Luar Negeri atas dasar "Production Sharing" :

Mendengar :
. Menteri Pertana;

Vékil Menteri Pertama B dang D stribusi;
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3. Vékil Menteri Pertama B dang Luar Negeri ;
4 Vékil Menteri Pertama B dang Keuangan;

5

Vékil Menteri Pertama B dang Produksi ;



Menteri W usan Bank Sentral ;
Menteri Wusan Anggaran Negar a;

Menteri Perindustrian Dasar dan Pertanbangan;
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Menteri Perindustrian Rakyat;

10. Menteri Pertani an dan Agrari a;

11. Ketua Panitia Production Sharing;
Menut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang penberian fasilitas bagi proyek-proyek yang
di bi ayai dengan kredit |uar negeri atas dasar "Production Sharing".

Pasal 1.

Badan- badan yang bersangkutan dapat di bebaskan dari kewajiban untuk
nenbayar nilai lanan HP.N, H P. N tanbahan, bea nasuk al at-al at, barang-
barang dan sebagai nya yang diinpor untuk Kkeperluan penbangunan proyek-
proyek yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar production
shari ng.

Pasal 2.

Kepada Badan- badan penyel enggara proyek atas dasar Production Sharing
dapat di beri kan "tax holiday", yaitu penbebasan penbayaran paj ak perusahaan
selana naksinum 5 tahun, setelah proyek yang bersangkutan nenperol eh
sesuatu hasi| nenurut rencana.

Pasal 3.

Proyek- proyek tersebut nenperol eh kesenpatan untuk nengurangi | abanya
dengan penysutan (depreciation) dalam bentuk fiskal atas alat-alat
per usahaan set gel ah nasa tax hol i day berakhir.

Pasal 4.

(1) Penbayaran kenbali kredit luar negeri atas dasar production sharing
dianbil dari hasil devisen/produksi dalam nilai devisen yang
di hasi | kan ol eh proyek yang di bangun itu.

(2) Penbayaran kenbali yang dinaksud diatur nenurut peraturan devisen
yang berl| aku pada saat penbayaran itu dil akukan.

(3) Besarnya bagian dari devisen/produksi dalam nilai devisen vyang
di pergunakan untuk penbayaran kenbali, ditetapkan berdasarkan
perhitungan )cost accounting) sesuai dengan nmacam dan sifat proyek
yang ber sangkut an.



Pasal 5.

(1) Apabila keadaan keuangan negara nengizinkan, maka biaya proyek
Perneri nt ah di bebankan pada Anggaran Bel anj a Penbangunan.
Dal am hal ini harus terlebi h dahul u di perol en persetujuan dari Véki l
Menteri Pertama bi dang Keuangan.
Khususnya untuk proyek-proyek Swasta yang dibiayai dengan kredit
luar negeri atas dasar Production Sharing, pengel uaran-pengel uaran
rupi ah sej auh nungki n di dasar kan atas pengerahan funds and f orces.

(2 Wtuk nenbantu Bel anja Rupi ah buat bi aya-bi aya | okal guna menbangun
proyek tersebut dapat di usahakan pengi nporan serta penjual an barang-
barang konsunsi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh paasaran
I ndonesi a, dinana barang-barang tersebut dapat di masukkan sebagai
bagi an dari pada proyek sel uruhnya.

Pasal 6.

Jamnan Bank baagi Perusahaan yang didirikan dengan kredit |uar
negeri atas dasar production sharing tidak di berikan secara
otonmatis oleh Bank Indonesia. Keperluan akan jamnan di maksud diperiksa
setiap kali dengan nengi ndahkan Uhdang-undang Pokok Bank | ndonesia, yang
nel arang penberi an j am nan bl angko.

Pasal 7.

Karena kredit luar negeri atas dasar production sharing pada
hakekat nya nenpunyai prinsip dan pengertian yang sanma dengan kredit yang
didapat dari luar negeri, naka perusahaan yang bersangkutan harus sejak
semul a dimliki ol eh pi hak | ndonesi a.

Pasal 8.

(1) PAnpinan - (Mwnagenent) dari proyek-proyek tersebut harus pada
pokoknya di pegang ol eh pi hak | ndonesi a.

(2) PR hak asing dapat diikut-sertakan dal am nanagenent, atau dal am bent uk
| ain msal nya sebagai teamahli teknis/penbantu pi npi nan.

(3) DO nana tenaga pihak asing sangat diperlukan untuk sepenuhnya turut
serta didal am pi npinan, naka izin dari Panitia Menteri Wusan Kredit
Luar Negeri atas dasar "Production Sharing" harus diperoleh terlebih
dahul u.

Pasal 9.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Septenber 1963.
Presi den Republ i k | ndonesi a,



ttd.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Septenber 1963.
Sekretari s Negar a,

ttd.
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